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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa S es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha H ha (dengan titk di 
bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad S es (dengan titik di 
bawah) 
ض dad D de (dengan titik di 
bawah) 
ط ta T te (dengan titik di 
bawah) 
ظ za Z zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
vii 
 
 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya Y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
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Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 Nama :  A. Nur Fariha. AS 
 Nim          :  10200114017 
      Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di 
Provinsi Sulawesi Barat 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) 
Kesesuaian penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan di 
Provinsi Sulawesi Barat dengan ketentuan UU Sisdiknas; (2) Mekanisme 
pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas 
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat; dan (3) Faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Dinas 
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research (empiris) 
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus 
(case approach). Adapun sumber data yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data 
yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan 
penelitian, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat belum 
sesuai dengan amanah UUD 1945 dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU. No 20 Tahun 
2003 karena belum mencapai jumlah minimal 20% alokasi dana pada sektor 
pendidikan. Adapun mekanisme pertanggungjawabannya Dinas Pendidikan telah 
memenuhi ketentuan Pasal 294 dan 295 Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 
Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kewajiban 
menyusun laporan keuangan. Salah satu diantaranya dengan membuat laporan 
realisasi anggaran dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban berdasarkan 
standar akuntansi pemerintah. Adapun faktor pendukungnya, yaitu: adanya 
perencanaan yang baik dan terlaksana, taat peraturan, kualitas SDM dan koordinasi 
yang baik. Sedangkan faktor yang menghambat, antara lain terlambatnya laporan 
pertanggungjawaban dari masing-masing bidang, tidak terlaksana sesuai dengan 
tupoksinya masing-masing, kurangnya mental integritas serta kurangnya tanggung 
jawab moral pegawai.  
Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus memprioritaskan alokasi 
dana dari APBD minimal 20% pada sektor Pendidikan dengan tidak memasukkan 
gaji guru dan biaya kedinasan. Adapun penempatan aparatur sipil negara harus 
mempertimbangkan disiplin ilmunya agar peran dan tugas masing-masing pegawai 
dapat terlaksana dengan lebih baik. Untuk meningkatkan profesionalitas dan 
kedisiplinan tersebut maka perlu diterapkan sistem reward bagi pegawai yang disiplin 
dan sebaliknya punishment bagi pegawai yang tidak disiplin. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintahan daerah (Local Goverment) dalam penyelenggaraan 
pemerintahan memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan 
landasan hukum. Pada hakikatnya pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk 
memanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan mengaktualisasikan seluruh 
potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di daerah.
1
  
       S.L.S Danuredjo memberikan arti otonomi sebagai zelfwetgeving atau 
pengundangan sendiri.
2
 Sedangkan Saleh Syarif memberi arti mengatur atau 
memerintah sendiri.
3
  
Pada dasarnya makna otonomi ini bukan sekedar pemencaran 
penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas 
pemerintahan, akan tetapi otonomi dimaknai sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan 
(staatrechttelijk), dan bukan hanya tatanan administrasi negara 
(administratiefrechttelijk). Sebagai tatatanan ketatanegaraan, otonomi berkaitan 
dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Selain itu, otonomi 
diartikan juga sebagai kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfstandigheid) 
                                                 
1
Josef Mario Monteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2016), h. 1. 
2
S.L.S.Danuredjo, Otonomi di Indonesia dalam Rangka Kedaulatan (Jakarta: Alras, 1967),  
h.10. 
3
Saleh Syarif, Otonomi dan Daerah Otonom (Jakarta: Endang, 1953), h. 7.  
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satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan 
pemerintahan.
4
 
Reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan 
terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma 
sentralistis ke arah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi 
yang lebih luas dan nyata pada daerah. Pemberian ini dimaksudkan khususnya untuk 
lebih memandirikan daerah serta pemberdayaan masyarakat (empowering).5   
 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mulai tanggal 1 Januari 
2001, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberikan petunjuk yang dapat 
dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).
6
 Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan secara hati-hati ialah 
dalam pengelolaan keuangan daerah. Seiring dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 
2014 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004  yang kemudian direvisi 
menjadi UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah  yang mengakibatkan 
perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dalam hal ini 
pemerintah harus mampu memainkan perannya secara efisien, efektif, transparan dan 
akuntabel. Setiap instansi sangat berperan penting dalam membangun daerahnya ke 
arah yang lebih maju. 
                                                 
4
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 
2005),  h. 24. 
5
HAW Wijaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Edisi I-VII (Cet. VII; Jakarta:  
Rajawali Pers, 2014), h. 27.  
6
HAW Wijaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, h. 67. 
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Lebih lanjut dikatakan oleh Hoessein, bahwa ‚meskipun sudah ada undang-
undang (UU) Pemerintah Daerah tetapi apabila sektor lain dalam sistem 
pemerintahan dan administrasi publik belum berubah, maka sistem Pemerintahan 
dan Administrasi Publik di daerah tentu belum akan bisa berfungsi sesuai dengan 
harapan masyarakat‛.7 
 Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pendekatan yang 
birokratis.
8
 yang menekankan pada pengaturan semua kegiatan berdasarkan prosedur 
dan peraturan perundang-undangan (rules driven). Ukuran keberhasilan suatu 
instansi pemerintah diukur dari kepatuhan mengikuti segala prosedur dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku meskipun hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan 
kondisi lapangan dan kebutuhan nyata masyarakat yang harus dilayani. Belum ada 
sistem evaluasi yang komprehensif terhadap program-program pembangunan dan 
pelayanan masyarakat, sehingga tidak bisa diketahui tingkat keberhasilan program 
tersebut menurut pencapaian misi dan sasarannya.
9
  
Azhar Kasim menilai bahwa para pejabat sering mementingkan formalitas 
dalam memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku, tetapi dalam 
pelaksanaannya memberi toleransi terhadap penyimpangan prosedur dan persyaratan 
yang bersangkutan.
10
Praktik-praktik seperti ini menyebabkan tingginya biaya 
                                                 
7
Hoessein Benyamin dalam Bambang Istianto, “Transparansi Pemerintahan, Mencari Format 
dan Konsep Transparansi dalam praktik Penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik”, Forum Inovasi, 
Edisi November (2001): h. 22-23. 
8
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendekatan adalah (1) proses perbuatan, cara 
mendekati; (2) usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang 
yang diteliti; metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian (Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 218). Menurut KBBI Birokratis bersifat birokrasi: pemerintahan 
yang cenderung lamban dan statis.  
9
Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Edisi II 
(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 6. 
10
Azhar Kasim, Reformasi Administrasi Negara: Jurnal Bisnis dan Birokrasi (1998),                              
h. 46-47. 
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pelayanan dan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
11
 
Untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik maka dibutuhkan sumber daya 
manusia yang berintegritas, agar kewenangan yang dilimpahkan dari pusat ke daerah 
tidak mengakibatkan adanya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Dalam hal ini, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten atau kota telah 
diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.  
Salah satu faktor yang penting dalam membangun daerah ialah adanya 
APBD yang memadai. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah 
dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran 
Daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah 
Daerah. Sebagai instrument kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral 
dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. 
Anggaran  Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan 
pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, 
otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan 
ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, 
dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Proses penyusunan 
dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung 
pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah 
yang bersangkutan.
12
 
                                                 
11
Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, h. 6. 
12
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Andi, 2002), h.103 
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 Sektor daerah yang perlu diprioritaskan ialah pendidikan, karena pendidikan 
merupakan sarana pembangunan karakter untuk menggali   potensi-potensi yang ada 
dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan program-program prioritas dengan  
anggaran yang memadai baik dalam penggunaan maupun pertanggungjawaban 
anggaran daerah karena anggaran merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk 
mengarahkan dan  menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat.   
Dengan demikian hal yang juga dihadapi oleh para pengelola pendidikan 
ialah masalah keuangan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang dana pendidikan yang diatur 
dalam Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa ‚Negara memprioritaskan anggaran 
pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk 
memenuhi penyelenggaraan pendidikan Nasional.‛ Sehingga para pengelola 
pendidikan diberi beban yang sangat berat dan dipertegas dengan adanya UU NO. 20 
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) pada Pasal 49 ayat 
(1) yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk 
sektor pendidikan.
13
 Tetapi dalam aplikasinya ketaatan undang-undang tersebut 
belum dapat tercapai.  
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi provinsi yang telah 
mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanah UUD 1945 sebesar 27,7 
% dari total APBD, sedangkan pemerintah daerah lain, sampai hari ini masih rendah 
                                                 
13
Darda Syahrizal dan Adi Sugiarto, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan 
Aplikasinya (Cet. I; Jakarta Timur: Laskar Aksara, 2013), h. 63 
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mengalokasikan APBD untuk pendidikan.
14
 Salah satunya penggunaan APBD Dinas 
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, kondisi alokasi dana pendidikan masih 
sangat rendah yaitu 13,01%.
15
 Dari kondisi ideal yang telah ditetapkan oleh 
SISDIKNAS bahwa anggaran pendidikan minimal 20% sehingga anggaran 
pendidikan belum sesuai dengan target nasional. 
Kepala Bidang Pengembangan dan Penerapan Balitbangda Mustamin 
menyampaikan, beberapa permasalahan pendidikan Sulawesi Barat diantaranya, 
masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antara kabupaten, masih rendahnya 
kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan terutama pada jenjang pendidikan 
menengah, masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, 
belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya 
peningkatan kualitas pendidikan serta belum maksimalnya koordinasi dan 
sinkronisasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten 
dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan terutama dalam rangka 
penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan Kewenangan 
dari Kabupaten ke Pemerintah Provinsi.
16
 
Kemudian dari sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Dinas 
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan 
tahapan dengan regulasi yang ada namun masih terdapat beberapa kekurangan 
terutama pada keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi keilmuan, 
                                                 
14Yulis Sulistyawan, “Mendikbud Muhadjir: Alokasi Dana Pendidikan dari APBD Masih 
Rendah.”,Tribunnews.com. 24 April 2017 http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/24 
/mendikbud-muhadjir-alokasi-dana-pendidikan dari-apbd-masih-rendah, di akses 17 Januari 2018. 
15
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Laporan Hasil Audit Kinerja Pemerintah 
Daerah(AKPPD)Bidang Pendidikan (Sulawesi Barat:BPKP, 2016), h. 1. 
16
Ilham/Humas PemProv Sul-Bar “ Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah 
(BALITBANGDA) Gelar Forum Group Discussion Pendidikan”. 23 Maret 2017. 
http://humassulbarprov.id/archives/2415 , di akses 17 Januari 2018. 
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tanggungjawab dan tertib administrasi. Sehingga berdampak pada keterlambatan 
penyusunan dan pembuatan laporan.
17
  
Pemerintah yang memegang kekuasaan berkewajiban untuk mengambil 
kebijakan yang tepat serta bertanggung jawab atas kewenangan yang telah diberikan 
untuk memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  
 Begitupun dalam Islam juga diatur mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan 
antara lain, amanah, adil, syura (musyawarah), dan amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an 
al’munkar. Dalam Kamus Kontemporer (al-‘Ashr), amanah diartikan dengan 
kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya).
18
 Salah satunya terdapat dalam QS 
An-Nisa/4:58 : 
                               
                               
Terjemahan:  
‚Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.‛19 
Penjelasan ayat tersebut, pemerintah sebagai pelaksana negara harus 
memiliki sifat amanah untuk mengelolah segala bentuk pelayananan publik. Adapun 
pemerintah yang tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut berarti pemerintah harus 
                                                 
17
H. A. Achmad Syukri, (55 Tahun), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Sulawesi Barat, Wawancara, Makassar, 2 Desember 2017.  
18
Atabik Ali dan Ahmad Zudi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: 
Yayasan Ali Maksum,tt), h. 215. 
19
Kementrian Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Miracle The Reference (Cet I: Bandung: Sygma 
Publishing, 2010), h. 171.  
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mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan adanya pemerintah semacam itu 
maka pemerintahan yang baik tidak dapat tercapai. 
Berdasarkan permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Barat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 
‚Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat‛ . 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada Tinjauan Yuridis 
Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Deskripsi Fokus 
a. Tinjauan Yuridis 
b. Penggunaan Anggaran 
c. Pertanggungjawaban Anggaran 
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
 
1. 
Tinjauan Yuridis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan 
cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, 
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 
sebagainya).
20
 Yuridis adalah menurut hukum, 
                                                 
20
Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi IV 
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470 
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secara hukum, bantuan-bantuan hukum.
21
 Dapat 
disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah 
mempelajari dengan cermat untuk memahami 
pendapat secara hukum. 
 
2. 
Penggunaan Anggaran Penggunaan Anggaran adalah tahap dimana 
anggaran yang telah ada digunakan untuk 
melaksanakan berbagai program atau kegiatan.  
 
3. 
Pertanggungjawaban 
Anggaran 
Pertanggungjawaban Anggaran adalah laporan dari 
hasil evaluasi kinerja pemerintah dalam 
menggunakan anggaran. 
4 
4. 
Anggaran Pendapatan 
& Belanja Daerah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD.
22
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam 
penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di 
Provinsi Sulawesi Barat. Dari permasalahan pokok tersebut, maka dibatasi dalam 
beberapa sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas 
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat jika ditinjau berdasarkan Pasal 49 (1) 
UU No. 20 Tahun 2003? 
                                                 
21
Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), h. 1567 
22
HAW Wijaya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, h. 147 
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2. Bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi 
Barat? 
3.  Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di 
Provinsi Sulawesi Barat? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang ada kaitannya 
dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. HAW. Widjaja, dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonom tahun 
2002 menyuguhkan serangkaian pembahasan sebagai awal sosialisasi 
otonomi daerah. Melalui otonomi diharapkan lebih mampu untuk 
memandirikan daerah dalam menenetukan seluruh programnya, dapat 
mengetahui sumber-sumber pendapatan serta menetapkan belanja daerah 
secara efisien dan efektif. Dalam hal ini konsep pelaksanaan otonomi daerah 
harus memaksimalkan hasil yang hendak dicapai, sebagaimana tuntutan 
masyarakat agar dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan fiskal 
secara nasional. Menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang 
menjadi salah satu tujuan dari konsep otonomi daerah, baik itu dibidang 
pembangunan sarana prasarana dan segala infrastuktur berupa kesehatan 
maupun pendidikan. 
Dalam buku tersebut, dijelaskan  tentang pelaksanaan otonomi daerah 
agar sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat memenuhi standar 
kebutuhan masyarakat sehingga memudahkan peneliti untuk mempelajari 
11 
 
 
 
serta memahami dasar-dasar pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan 
dengan pelayanan publik dengan menggunakan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah. Namun dalam buku tersebut, tidak menjelaskan secara 
spesifik terhadap penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran 
pendapatan dan belanja daerah  Dinas Pendidikan.  
2. Darda Syahrizal dan Adi Sugiarto, dalam bukunya Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional tahun 2013 membahas tentang implementasi Undang-
Undang SISDIKNAS dalam menghadapi setiap persoalan  yang ada agar 
selalu tercipta taraf dan kualitas pendidikan nasional yang lebih baik. 
Berdasarkan amanat UUD 1945 Amandemen bahwa setiap warga negara 
memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan serta pemerintah memiliki 
kewajiban untuk membiayainya dengan memprioritaskan 20% (dua puluh 
persen) APBN dan APBD. Adapun kaitannya dengan penelitian yang akan 
dilakukan ialah masalah penggunaan APBD dengan memprioritaskan 20% 
untuk sektor pendidikan. Tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan tentang 
cara pelaksanaan alokasi dana yang lebih tepat sasaran untuk sektor 
pendidikan. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dalam menemukan 
masalah-masalah yang sering muncul dalam hal alokasi dana di sektor 
pendidikan serta pengalokasian dana secukupnya pada program prioritas.  
3. Josef Mario Monteiro, dalam bukunya Pemahaman Dasar Hukum 
Pemerintahan Daerah tahun 2014 membahas tentang aspek konsepsi, 
kewenangan, organisasi, peraturan, prosedur pembentukan hukum yang 
dibuat dalam penyelenggaraan. Sehingga membantu penulis untuk 
menambah  referensi dasar terhadap teori-teori dalam pelaksanaan 
12 
 
 
 
Pemerintahan Daerah. Tetapi, buku tersebut tidak membahas tentang 
pelaksanaan daerah khususnya dibidang pendidikan sehingga peneliti akan 
melakukan penelitian di bidang pemerintahan daerah khususnya dalam hal 
pelaksanaan anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
4. Riswan Yudhi Fahrianta dan Viani Carolina, dalam jurnalnya Analisis 
Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tahun 2012 
membahas bahwa serapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu kurangnya koordinasi antara unit perencana dan unit 
pelaksana, kurangnya perencanaan program dan kegiatan karena tanpa 
ketelitian yang jelas dalam merencanakan berbagai program dan kegiatan, 
maka anggaran yang telah ada di Dinas Pendidikan tidak dapat direalisasikan 
sesuai tujuan. Berdasarkan penjelasan dalam jurnal tersebut, adapun 
kaitannya dengan yang akan diteliti ialah dalam hal penggunaan anggaran 
tidak akan mencapai sesuai target UU SISDIKNAS karena disebabkan oleh 
beberapa faktor tersebut sehingga hal inilah yang akan menghambat dalam 
proses realisasinya. Tetapi dalam jurnal tersebut tidak membahas masalah-
masalah yang dihadapi dalam hal pertanggungjawaban anggaran.  
5. Agus Zulrahman, dalam jurnalnya Peran Dinas Pendidikan Kualitas 
Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanah Grogot Kabupaten 
Paser tahun 2013 membahas bahwa faktor SDM sangat berperan penting 
dalam suatu instansi guna mencapai tujuannya dalam hal peningkatan mutu 
Pendidikan. Sehingga sangat dibutuhkan usaha yang maksimal dari 
pemerintah serta dukungan dari masyarakat. Adapun faktor lain dalam 
peningkatan kualitas Pendidikan ialah tersedianya sarana dan prasarana yang 
13 
 
 
 
memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan anggaran yang sesuai 
dengan kebutuhan setiap daerah masing-masing. Berdasarkan penjelasan 
Jurnal tersebut kaitannya dengan yang akan diteliti ialah dalam hal 
penggunaan anggaran sesuai dengan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 
faktor SDM sangatlah berpengaruh. Tetapi dalam jurnal tersebut tidak 
menjelaskan mengenai dampak dari keterbatasan SDM khususnya dalam hal 
pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan. 
6. Dewi Andini dan Yusrawati, dalam jurnalnya Pengaruh Kompetensi Sumber 
Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Daerah tahun 2015 membahas tentang sumber 
daya manusia yang sangat berpengaruh terutama dari segi keilmuan dalam 
membuat serta menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. 
Adapun cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam hal 
keterbatasan sumber daya manusia untuk menyusun laporan keuangan 
dengan adanya pendidikan dan pelatihan(diklat). Dengan demikian, kaitan 
jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan ialah faktor sumber 
daya manusia terutama dalam sistem akuntansi. Tetapi dalam jurnal ini tidak 
membahas tentang penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.  
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat jika ditinjau 
berdasarkan Pasal 49 (1) UU No. 20 Tahun 2003. 
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b. Untuk mengetahui mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi 
Sulawesi Barat.  
c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan di 
Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah : 
a. Kegunaan  Teoretis 
Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dan sumbangsih pemikiran 
dalam hal wacana hukum ketatanegaraan yang bisa dijadikan bahan kajian untuk 
dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi perkembangan ilmu pengetahuan di 
bidang hukum administrasi negara dalam sistem pemerintahan yang berkaitan 
dengan hukum keuangan Negara. 
b. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan membantu melengkapi referensi wacana hukum 
pemerintahan daerah khususnya berkaitan dengan kualitas perencanaan 
pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah yang 
dihadapi dalam penggunaan anggaran suatu daerah dibidang pendidikan. 
 
  
15 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Teori Penggunaan 
1. Pengertian Penggunaan Anggaran 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan merupakan proses, cara, 
perbuatan, menggunakan sesuatu atau pemakaian.
1
 Pengguna anggaran adalah istilah 
yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia 
yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang 
berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau 
pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2
  
Fremeen dikutip oleh Deddi Nordiawan menjelaskan bahwa anggaran publik 
adalah sebuah proses yang dilaksanakan organisasi sektor publik untuk 
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang 
tidak terbatas ( the process of allocation resources to unlimited demand ). 
3
 
Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana 
financial yang menyatakan: 
                                                 
1
Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Edisi k-
IV, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002), h. 466. 
2
Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012.https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna_anggaran, 
di akses 13 Maret 2017. 
3
Wiwik Pratiwi, Audit Sektor Publik Mencapai akuntabilitas Melalui Audit Laporan 
Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik (Bogor: Penerbit In Media, 2016), 
h. 9.  
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a. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain 
yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 
b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan 
rencana. 
c. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan 
pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.
4
 
Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud 
dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 
dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut. 
5
 
Sebagaimana diketahui bahwa keuangan negara ada yang dipisahkan dan ada 
yang diurus langsung oleh pemerintah, menurut Harun Al-Rasyid, berpendapat 
bahwa yang diurus langsung oleh pemerintah daerah adalah keuangan negara dalam 
arti sempit, (APBN/APBD) sebab keuangan negara yang dipisahkan pengelolaannya 
sudah mempunyai aturan tersendiri sebagimana halnya perusahaan-perusahaan yang 
merupakan entity yang berdiri sendiri.
6
 
Anggaran Pemerintah atau yang disebut dengan APBN dan APBD yang 
dikelola oleh pemerintah, maka anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja 
yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial 
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Wiwik Pratiwi, Audit Sektor Publik Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan 
Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik, h.9.  
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Soeradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era otonomi Daerah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2014), h. 7.  
6
Soeradi, Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah, h. 7-8. 
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atau uang. Dalam proses penyusunan anggaran disebut penganggaran, maka 
penganggaran yang disusun harus berdasarkan kepentingan organisasi sektor publik, 
dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah merupakan tahapan yang cukup luas 
karena tidak untuk mempertimbangakn ekonomi tetapi juga terhadap faktor sosial 
politik yang semakin kental dalam organisasi masyarakat.
7
 
2. Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk 
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan 
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD 
harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
8
 
Adapun prinsip anggaran sebagai berikut : 
a. Transparansi dan Akuntabilitas 
Transaparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan 
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab. 
Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja 
dan tanggung jawab pemerintah mensejahterahkan masyarakat, maka APBD harus 
dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat 
yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain 
itu, setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. 
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Beni Pekei, Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi, 
(Cet I, Penerbit Taushia, Jakarta,2016) h. 13-14. 
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b. Disiplin Anggaran 
APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus 
meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun 
harus dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat 
pembangunan/model harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi 
pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan 
kebocoran dana .
9
 
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang 
dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 
Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tidak dibenarkan melaksanakan 
kegaiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggaran dalam APBD/perubahan 
APBD.  
c. Keadilan Anggaran 
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 
retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib 
mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh 
kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 
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d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat 
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna  
efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara 
jelas tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu 
kegiatan atau proyek yang diprogramkan. 
e. Format Anggaran 
Pada dasarnya, APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit 
budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya 
surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana 
cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan 
pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
10
 
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, kepala 
daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannnya kepada perangkat 
pengelola keuangan daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah 
kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai bendahara umum daerah. 
Sekretaris daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah 
bertanggungjawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. 
Penetapan para pejabat pengelolaan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan 
anggaran. Pejabat pengelola keuangan daerah antara lain bendahara umum, pengguna 
anggaran, dan pemegang kas. 
11
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Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri 
dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi 
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan , 
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan 
sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksudkan berdasarkan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.  
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja , baik 
dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan 
yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan 
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan 
harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung 
dengan keluaran yang diharapkan dan program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari 
aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.
12
 
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah 
Adapun dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan penyusunan APBD 
secara umum adalah terlambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang 
sebagian besar pendanaan program tersebut berasal dari APBD. Program yang 
terlambat dilaksanakan berpengaruh terhadap pelayanan publik di masyarakat. 
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Untuk mengatasi hal ini langkah pertama dan yang utama adalah melalui 
identifikasi penyebab keterlambatan penyusunan APBD tersebut. Ada beberapa 
faktor yang berpengaruh terhadap penyusunan APBD yaitu sebagai berikut: 
a. Faktor hubungan antara eksekutif dan legislatif. 
Hubungan yang terjalin dengan baik antara pihak eksekutif dan legislatif 
dapat berpengaruh positif terhadap penyusunan APBD di seluruh Provinsi di 
Indonesia, tanpa adanya hubungan yang baik dari kedua pihak tersebut, maka dalam 
penyusunan APBD tersebut akan menemui kendala-kendala yang menyebabkan 
terlambatnya pencairan Anggaran sehingga berdampak pula terhadap program-
program yang telah dicanangka sebelumnya.
13
 
Pada tahapan penyusunan APBD, membina hubungan yang harmonis dan 
bersinergi antara eksekutif maupun legislatif perlu dilakukan secara mendalam dan 
menyeluruh. Kedua belah pihak tersebut harus memahami tujuan dari penyusunan 
APBD.
14
 
b. Faktor latar belakang pendidikan 
Latar belakang pendidikan terbukti berpengaruh positif terhadap penyusunan 
APBD, semakin baik latar belakang pendidikan maka semakin baik pula penyusunan 
APBD dan juga akan berpotensi mengurangi keterlambatan penyusunan APBD.
15
 
Kompetensi dan keahlian sumber daya manusia harus menjadi perhatian 
utama bagi pemerintah khususnya dalam penyusunan APBD.  
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Penempatan pegawai hendaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa 
pegawai tersebut memiliki keahlian dan kompetensi terkait dengan tugas dan kegiatan 
yang harus dilakukan tersebut dengan tujuan pelaksanaan yang efektif dan efisien.
16
 
Adapun faktor-faktor dominan secara umum yang terdapat dalam proses 
penganggaran adalah : 
1) Tujuan dan target yang akan diraih 
2) Pemilikan sumber daya  
3) Waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target 
4) Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, inflasi, 
fluktuasi pasar, bencana alam,dan lain sebagainya.
17
  
B. Teori Pertanggungjawaban 
1. Pengertian Pertanggungjawaban Anggaran 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, pertanggungjawaban 
merupakan perbuatan bertanggungjawab, sesuatu yang dipertanggungjawabkan.
18
  
Dilihat dari proses administrasi keuangan negara dan daerah, maka tahap 
pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah merupakan tahap 
terakhir dalam satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban anggaran yang sering pula 
disebut perhitungan anggaran  merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh 
pemerintah atau eksekutif pada akhir tahun anggaran.
19
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Pertanggungjawaban laporan keuangan sektor publik merupakan posisi 
keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
organisasi sektor publik. Laporan keuangan ini untuk menciptakan akuntabilitas 
sektor publik. Tuntutan yang besar  terhadap akuntabilitas publik ini digunakan untuk 
memberikan informasi tentang keuangan dari suatu entitas yang berguna bagi 
sejumlah besar pemakai dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 
alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk 
mencapai tujuan.
20
  
2. Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
Pengawasan pelaksanaan APBD secara prinsip sama dengan APBN yaitu 
adanya pelakasanaan secara eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan 
oleh DPRD dan BPK sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Pemerintah 
daerah melalui instansi-instansi dalam jajarannya. 
Setiap tahun anggaran berakhir, pemerintah daerah mempertanggung 
jawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Pemerintah daerah wajib 
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tersebut baik dalam bentuk laporan 
keuangan (financial accountabilty)maupun laporan kinerja (performance 
Accountability). Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan laporan kinerja disusun sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang mengatur tentang laporan kinerja instansi pemerintah. 
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan 
keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah 
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diperiksa oleh BPK, dan selambat-lambatnya disampaikan kepada DPRD enam bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. 
Laporan keuangan tersebut  terdiri dari: 
a. Laporan realisasi anggaran 
b. Neraca 
c. Laporan arus kas 
d. Catatan atas laporan keuangan. 
Laporan keuangan sebagaimana di atas disampaikan ke DPRD dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. 
Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan 
perusahaan negara/daerah dan satuan kerja lainnya.
21
 
3. Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD 
kepada DPRD. Laporan triwulan disampaikan paling lama 1 bulan setelah 
berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Laporan tersebut memuat tentang kemajuan 
pelaksanaan APBD per triwulan. 
Kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 
terdiri atas: 
a) Laporan Perhitungan APBD 
b) Nota Perhitungan APBD 
c) Laporan Aliran Kas 
d) Neraca Daerah 
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Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, 
belanja daerah, dan pembiayaan daerah serta kinerja keuangan daerah yang mencakup 
antara lain: 
a) Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang      direncanakan 
dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan. 
b) Kinerja pelayanan yang dicapai 
c) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai adminsitrasi 
umum, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta belanja 
modal/pembangunan untuk aparatur daerah dan pelayanan publik. 
d) Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk 
Sekretariat DPRD. 
e) Posisi Dana Cadangan 
Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan 
pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur 
pertanggungjawaban ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
22
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C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana kerja 
pemerintah daerah yang dinilai dengan satuan uang. Rencana kerja itu mencakup dua 
sisi. Sisi pertama adalah rencana penerimaan yang memuat sumber-sumber 
penerimaan beserta jumlahnya dalam satuan rupiah. Di sisi lain memuat rencana 
belanja atau rencana pengeluaran beserta nilainya dalam satuan rupiah.
23
  
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: (a) pendapatan daerah; (b) 
belanja daerah; (c) pembiayaan daerah. Ketiganya merupakan substansi pokok yang 
perlu menjadi perhatian secara seimbang dalam penyusunan RAPBD sampai menjadi 
Perda tentang APBD pada setiap tahun anggaran.  
a. Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah dimaksudkan adalah semua jenis penerimaan daerah, baik 
yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana bagi hasil, 
maupun laba BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta yang 
bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. 
Pendapatan asli daerah (PAD) dalam konsep otonomi keuangan daerah, 
merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan / memperkuat  
kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak mengandalkan/tergantung pada 
bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat  memberi keleluasan 
kepada daerah dalam menggali, memperluas, dan memperbesar PAD dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
24
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b. Belanja Daerah 
Belanja daerah dapat dimaknai sebagai keseluruhan pengeluaran keuangan 
daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, guna membiayai penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. 
25
 
Tentang belanja daerah, secara normatif diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya memberi batasan bahwa belanja 
daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai 
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut 
dijelaskan melalui PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 
bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening  kas umum negara/daerah 
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
Selanjutnya, belanja daerah dikelompokkan menjadi Sembilan kelompok 
dengan struktur sebagai berikut: 
Belanja tidak langsung 
a) Belanja pegawai 
b) Belanja bunga 
c) Belanja subsidi 
d) Belanja Hibah 
e) Belanja bantuan sosial 
f) Belanja bagi hasil 
g) Belanja tidak terduga 
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Belanja langsung 
a) Belanja program 
b) Belanja kegiatan (belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja 
modal).
26
 
c. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  
27
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 
yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun 
anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember.  
a. Pihak Eksekutif yang terdiri dari : 
1) Bupati/Walikota  
Adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan 
pelayanan publik. 
2) Sekretaris Daerah (Sekda)  
Sebagai koordinator Tim Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara 
lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD. Kebijakan 
umum anggaran adalah dokumen yang dijadikan landasan utama dalam penyusunan 
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
28
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3) Tim Anggaran Eksekutif  
Ketuanya adalah Sekretaris Daerah yang bertugas untuk menyusun kebijakan 
umum anggaran dan mengkompilasikan Rencana Kerja Anggaran setiap Satuan Kerja 
(RKA-SKPD) menjadi RAPBD.  
4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Adalah unit kerja pemerintahan kabupaten/kota yang merupakan pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk menyusun dan 
melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan.  
5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Merupakan unit perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk 
menyiapkan berbagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai bahan 
untuk melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerah. 
6)  Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)  
Bertugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BPKD 
bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD .
29
 
b. Pihak Legislatif 
Pihak legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah 
antara lain adalah : 
1) Panitia anggaran legislatif 
Adalah suatu tim khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan 
kepada kepala daerah (bupati/walikota) tentang penetapan, perubahan, dan 
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perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam 
Rapat Paripurna. 
2) Komisi-Komisi DPRD 
Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas 
DPRD dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan, 
investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat.  
c. Pihak Pengawas  
Yang bertindak sebagai pihak pengawas dalam perencanaan dan pengelolaan 
keuangan daerah adalah : 
1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap pengelolaan 
dan tanggungjawab keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan yang dimaksud 
meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, serta pemeriksaan 
atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua pemeriksaan tersebut. 
2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. BPKP 
merupakan auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan 
internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang 
menggunakan dana APBN. 
3) Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) 
Pengawas internal suatu pemerintah kabupaten/kota yang bertugas mengaudit 
dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap institusi/lembaga yang dibiayai oleh 
APBD. Bawasda mempunyai tugas pokok membantu bupati/walikota untuk 
31 
 
 
 
melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta 
pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah terkait.
30
 
2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Anggaran daerah yang merupakan anggaran publik berisi rencana kegiatan 
yang dipresentasika dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan 
moneter. Atau sering juga disebut anggaran publik yang merupakan sautu dokumen 
yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi 
mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan pembangunan 
daerah, anggaran tersebut memiliki banyak fungsi yang dapat dijabarkan sebagai 
berikut :  
a. Anggaran sebagai Alat Perencanaan 
Anggaran daerah merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan daerah 
yang digunakan untuk : 
1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi 
yang ditetapkan. 
2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 
organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. 
3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 
disusun. 
4) Menentukan indikator kinerja dan tingkatan pencapaian serta strategi 
pencapaian. 
5) Menjadi sumber informasi kepada pelaku ekonomi untuk melakukan 
investasi di suatu daerah. 
                                                 
30
V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Sektor Publik, h. 62. 
32 
 
 
 
b. Anggaran Sebagai Alat Pengendali  
Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran 
pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
publik. Oleh karena itu anggaran harus dirancang sedemikian rupa untuk menjadi alat 
kendali keuangan daerah. Dengan demikian anggaran akan mampu mengendalikan 
pengeluaran secara tepat, sehingga menghindari pemborosan, pengeluaran yang tidak 
bermanfaat dan juga korupsi.
31
 
Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran digunakan untuk menjelaskan 
dan meyakinkan ketersediaan sejumlah uang untuk pembangunan dan memenuhi 
kewajiban pemerintah. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara : 
1) Sebagai alat pembanding antara yang dianggarkan dengan aktual. 
2) Menghitung selisih antara rencana dan realisasi. 
3) Mencari dan menemukan penyebab terjadinya suatu varians. 
4) Alat ukur perencanaan tahun berikutnya.32 
c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal 
Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan 
fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, dengan demikian akan mudah 
untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat 
digunakan untuk mendorong, mengkordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi 
masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
33
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d. Anggaran Sebagai Alat Politik 
Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk dokumen politik 
yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan 
dana publik untuk kepentingan tertentu. Manajer publik dapat dikatakan gagal dan 
juga kredibilitas pemerintahan menurun apabila gagal melaksanakan anggaran yang 
telah disetujui.
34
 
Anggaran digunakan untuk memberikan prioritas pembangunan daerah dan 
merupakan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif dalam penentuan porsi 
anggaran sekaligus juga menjadi alat pengikat dalam pelaksanaan anggaran. Sebagai 
political tools anggaran harus terbuka dan dikontrol penuh oleh publik dan pelaku 
politik, sehingga dalam aplikasinya tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Sebagai alat politik anggaran tidak boleh liar menjadi alat kepentingan 
politik penguasa (elit) atau kepentingan politik lain (seperti luar negeri, kekuatan 
parpol besar dan kekuatan lainnya).  
e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi 
Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi merupakan fungsi yang 
harus dibuat sedemikian rupa dan membentuk sistem sehingga mampu 
mengkoordinasikan antar sektor dan mengkomunikasikan antar satuan kerja. Ini 
sering menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan keuangan daerah sehingga 
kurangnya sinergi antar sektor dan satuan kerja. Akibat lebih jauh dengan gap ini 
adalah ego sektoral dan ego satuan kerja dengan pola pikir yang masih terbingkai 
dengan target projek bukan dengan target strategi bersama yang telah ditetapkan. Dua 
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kendala yang sering muncul di daerah yaitu komitmen politik dan koordinasi antar 
sektor dan satuan kerja menjadikan fungsi anggaran yang lepas kendali. Disamping 
itu anggaran juga merupakan alat komunikasi kepada semua stakeholder seperti 
masyarakat, LSM, dunia usaha dan pengambil kebijakan daerah.
35
 
Bagi semua stakeholder anggaran mempunyai manfaat yang berbeda satu 
sama lainnya. Untuk masyarakat dan LSM anggaran akan dilihat terutama sejauh 
mana kepentingan publik terakomodir dalam anggaran yang dibuat pemerintah. Bagi 
dunia usaha menjadi sebuah indikator perkembangan ekonomi dan sektor ekonomi 
yang menjanjikan untuk melakukan investasi. Bagi pengambil kebijakan (pemerintah 
dan DPRD) tentu saja ini merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat 
keberhasilan dan proyeksi anggaran untuk yang akan datang. Jadi anggaran harus 
dibuat transparan sehingga semua pihak bisa mengetahui, mengontrol dan ikut 
berpartisipasi dalam pembangunan daerah.  
f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja 
Anggaran sebagaimana yang disebutkan adalah komitmen yang dilaksanakan 
oleh pemerintah yang merupakan amanah dari masyarakat daerah yang bersangkutan 
melalui wakilnya di DPRD telah menentukan arah kebijakan, visi, misi serta target 
dari anggaran, sekaligus juga menentukan penilaian kinerja anggaran. Dengan 
demikian impelementasi dari pemerintah dan seluruh perangkatnya terukur dengan 
target yang telah ditetapkan.  
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g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi  
Anggaran sebagai Alat Motivasi dapat dilakukan dengan target yang telah 
ditentukan masing-masing satuan kerja dengan penilaian secara priodik atau berkala 
sehingga mampu mendorong kinerja masing-masing unit untuk mencapai target yang 
lebih tinggi.
36
 
3. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu 
periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses 
penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan: 
a. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat 
mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam 
lingkungan. 
b. Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas keadilan 
dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas  
c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 
d. Meningkatkan transparasi dan pertanggungjawaban pemegang 
manajemen organisasi sektor publik.
37
 
Hal-hal pokok yang diperlukan untuk proses awal penyusunan anggaran yang 
baik adalah kemampuan manajemen dalam menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. 
Visi dan misi merupakan arahan yang harus dipertimbangkan dalam rangka 
menyusun anggaran agar sesuai dan seiring dengan apa yang menjadi harapan 
sebagian besar masyarakat dan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan 
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tentang posisi target yang ingin dicapai oleh unit kerja di pemerintahan daerah atau 
petunjuk tentang variabel-variabel penting yang seharusnya digunakan dalam 
menentukan arah unit kerja dimasa datang.
38
 
Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu 
diajukan kepada Kepala daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian  
Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah tersebut diserahkan kepada DPRD. Dalam 
pembahasan diharapkan pihak legislatif memberikan komentar, tanggapan dan 
masukan yang sifatnya hanya mengklarifikasi dan meratifikasi draft anggaran yang 
diusulkan oleh pihak eksekutif dengan dokumen Kebijakan Pembangunan Tahunan 
dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang telah disepakati sebelumnya. 
Setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD maka penetapannya dapat dituangkan 
dalam peraturan daerah. Seluruh rangkaian proses penjadwalan yang diuraikan dapat 
dilihat tahap-tahapnya sebagai berikut: 
a) Tahap ke satu pada bulan September. Pengajuan Rincian Kegiatan 
Anggaran (RKA-SKPD) oleh Dinas-dinas dan instansi di daerah. 
b) Tahap kedua pada bulan Oktober Minggu I dan II. Penelitian dan 
pembahasan dari pada RKA-SKPD pada Pemerintah Daerah. 
c) Tahap ketiga pada bulan Nopember Minggu I dan II . Pengolahan RKA-
SKPD  dan penyesuaian skala prioritas. Dilaksanakan oleh Bappeda , 
Badan Keuangan, Biro / Bagian Penyusunan Program. 
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d) Tahap keempat pada bulan Nopember Minggu ke I dan II. RKA-SKPD 
yang telah dibahas diajukan kepada Kepala Daerah, disusun dalam 
bentuk pra APBD untuk disampaikan kepada APBD. 
e) Tahap kelima pada bulan Nopember Minggu III dan IV. Penyampaian 
nota keuangan dan rancangan Perda tentang penetapan APBD, 
pembahasan dan persetujuan dilakukan oleh DPRD, kemudian 
dilanjutkan dengan penetapan oleh DPRD dan Kepala Daerah. 
f) Tahap ke enam pada bulan Desember Minggu III dan IV. Pengesahan 
Perda tentang APBD dan persiapan pelaksanaan APBD, dilaksanakan 
oleh Pejabat yang berwenang. 
39
 
4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Setelah APBD ditetapkan oleh peraturan daerah, maka APBD segera 
dilaksanakan. Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan 
untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Hal yang mungkin terjadi adalah dimana 
anggaran yang disusun tidak dapat dilaksanakan dengan tepat. Pelaksanaan APBD 
dituangkan dalam keputusan Gubernur/Bupati/walikota. Pelaksanaan anggaran 
tersebut akan dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi APBD, laporan tersebut 
disampaikan pada DPRD selambat-lambatnya akhir Juli tahun anggaran yang 
bersangkutan. Pelaksanaan anggaran dijelaskan sebagai berikut 
(Saifulrahman.lecture.ub.ac.id):
40
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a. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah 
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran 
pendapatan daerah adalah bahwa: 
1) Semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan 
melalui rekening kas umum daerah; 
2) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 
sah; 
3) Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus 
mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan 
tanggungjawabnya; 
4) Setiap satuan kerja (SKPD) tidak boleh melakukan pemungutan selain 
dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 
5) Pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan, atau 
pendapatan lain dengan menggunakannama dan dalam bentuk apapun 
yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung merupakan 
akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/ atau 
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan  bunga, jasa giro atau 
pendapatan lain yang timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran 
pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas 
kegiatan lainnya ; 
6) Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang 
sah, dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai 
pendapatan daerah.
41
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b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah 
Setiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan 
dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang 
timbul dari penggunaan bukti tersebut. 
Selanjutnya dalam melaksanakan anggaran belanja daerah harus diperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 
1) Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan 
sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan 
dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak 
termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja 
daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala 
daerah; 
2) Dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang 
dianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanai tanggap darurat, 
bencana alam atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas 
kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya) harus ditetapkan 
dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling 
lama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan; 
3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat harus 
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan  
langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara pemberian dan 
40 
 
 
 
pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan 
kepala daerah. 
4) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) 
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro 
dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan 
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
42
 
c. Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah 
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 sampai dengan 
Pasal 153, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari: 
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 
satu periode tahun anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan 
penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit 
anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja 
daerah, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja 
langsung  dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir 
tahun anggaran belum terselesaikan. 
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2) Dana Cadangan  
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 
tahun anggaran.  
3) Investasi 
Menurut ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang 
dimaksud dengan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis seperti; bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  
4) Pinjaman Daerah dan Obligasi  
Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali 
pinjaman tersebut. 
5) Piutang Daerah 
Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada 
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan 
uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
43
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-
peraturan suatu metode. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 
merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi metodologi 
penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang 
terdapat dalam penelitian.
1
  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research (kualitatif 
lapangan) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. Penelitian empiris 
merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji 
bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
2
 Jenis penelitian ini digunakan untuk 
mengkaji Pasal 49 (1) UU No. 20 Tahun 2003 dengan memprioritaskan 20% untuk 
sektor Pendidikan .  
Penelitian ini berupaya mencatat, menganalisa, dan mendeskripsikan kondisi 
yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat mengenai penggunaan dan 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
 Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu: 
1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) pendekatan yang 
digunakan untuk mengkaji Pasal 31 (4) BAB XIII UUD 1945 tentang 
pendidikan dan kebudayaan, Pasal 49 (1) UU SISDIKNAS, UU No. 9 Tahun 
2015 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah . 
2. Pendekatan Kasus (case approach) dapat dilakukan dengan cara melakukan 
kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi.
3
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 jenis, yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang 
dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang dibahas serta 
dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
4
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan bahan bacaan yang diperoleh dari buku-buku, 
skripsi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian.  
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D. Metode Pengumpulan Data 
Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh teknik pengumpulan 
data yang digunakan, sebab data yang diperlukan diharapkan dapat menjawab 
permasalahan, data tersebut diperoleh melalui instrumen penelitian. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; 
1. Observasi 
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat 
bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 
melalui observasi.
5
 Observasi merupakan pengamatan dari si peniliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian yaitu di Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan 
yang bertujuan memperoleh informasi.
6
 Objek wawancara dalam penelitian ini yaitu 
Kepala Dinas Pendidikan, Bagian Aset dan Keuangan, serta Bagian Program dan 
Pelaporan . Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi 
yang relevan mengenai Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.  
 
 
                                                 
5
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R &D (Bandung: Alphabet, 2008), h. 226. 
6
S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah. (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
h.113. 
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3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan 
mencatat buku-buku dan hal-hal yang terkait dengan penelitian untuk dimanfaatkan 
dalam menganalisis dan untuk pembuktian data penelitian dalam mengungkap 
Penggunaan serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. 
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan 
jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.
7
 
Instrumen penelitian yang digunakan yaitu : 
1. Peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau 
alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai Human 
Instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 
sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 
data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
8
 
2. Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan berupa daftar pertanyaan 
untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. 
3. Handphone sebagai salah satu alat untuk menyimpan data. 
4. Buku dan Alat tulis digunakan sebagai proses pengumpulan data dalam 
bentuk tulisan. 
                                                 
7
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 
Makalah Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.17 
8
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), 
h.222 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Teknik yang digunakan dalam mengelola data kualitatif ini, perlu ditekankan 
beberapa tahapan dan langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu;  
a. Klasifikasi Data berarti mengolah data sehingga menghasilkan informasi. 
Klasifikasi data ialah mengelompokkan atau mengklasifikasikan data, sehingga 
dapat melihat laporan sesuai dari masing-masing kelompok.  
b. Reduksi data (data reduction) ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian 
untuk menyederhanakan, mengabstarakan dan transformasi data kasar yang 
bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
9
 Dalam hal ini peneliti memilih data 
mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah 
Penggunaan dan pertanggungjawaban APBD di bidang pendidikan. 
c. Editing data ialah memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari Dinas 
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat untuk mendapatkan data yang akurat. 
2. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Pada proses 
ini peneliti memilih dan menyusun secara sistematis hasil dari wawancara serta 
dokumentasi yang didapatkan mengenai penggunaan dan pertanggungjawaban 
anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi 
Barat. Dengan demikian hasil dari analisis tersebut dibuatkan kesimpulan agar lebih 
mudah dipahami. 
 
 
                                                 
9
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif dan R&D (Cet. VI; 
Bandung:Alfabeta, 2008), h. 247 
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BAB IV 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH DINAS PENDIDIKAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT 
 
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu instansi 
pemerintah yang bernaung dibawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas, fungsi, dan arah kebijakan 
yaitu: 
1. Tugas 
a. Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang 
meliputi Bidang Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, 
Pendidikan Khusus, Kebudayaan dan Ketenagaan. 
2. Fungsi 
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan 
anggaran dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan 
serta tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan;  
b. Pengelolaan data dan informasi dibidang pendidikan menengah, pendidikan 
khusus, dan kebudayaan; 
c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dibidang pendidikan menengah, 
pendidikan khusus, dan kebudayaan;   
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d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan 
dan kebudayaan;  
e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi 
bantuan hukum dibidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan 
kebudayaan;  
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan 
dan kebudayaan;  
g. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan 
kebudayaan;  
3. Arah Kebijakan 
a. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan menengah dan Pendidikan 
khusus serta perkembangan kebudayaan yang mendukung akselerasi peningkata 
daya saing dan kualitas hidup menuju masyarakat yang “malaqbi”1 
B. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Barat  
Salah Satu orientasi dari perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan 
itu adalah untuk lebih mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah guna mendukung 
kemampuan berotonomi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah 
merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang dinilai dengan satuan uang. 
Rencana kerja itu mencakup dua sisi. 
                                                 
1
Kantor Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. 
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 Sisi pertama adalah rencana penerimaan yang memuat sumber-sumber 
penerimaan beserta jumlahnya dalam satuan rupiah. Di sisi lain memuat rencana 
belanja atau rencana pengeluaran beserta nilainya dalam satuan rupiah.
2
   
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah/provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
pemerintah daerah/provinsi beserta DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 
APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan 
Pemerintah Daerah/Provinsi baik yang berjalan secara rutin maupun pembangunan 
yang diatur dan diperhitungkan dengan jumlah keuangan yang tersedia.  
Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara 
sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam 
unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. 
Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
 penyusunan APBD. Penyusunan Anggaran Pendapatan mempunyai arti penting bagi 
pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan 
isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta 
perencanaan dan pelaksanaan yang efektif bagi kemajuan daerah. 
    Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan 
efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang 
harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran 
harus di akui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus / 
proses anggaran daerah tersebut.  
                                                 
2
Wempy Banga, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2017), h. 88-89. 
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Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu pengguna 
anggaran telah menyusun tahap-tahap dalam pelaksanaan penggunaan anggaran 
sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut 
berdasarkan hasil wawancara bersama Joni Daniel selaku Staf Seksi Perencanaan 
menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya kami menyusun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tahapan dimana dimulai dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) – Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – 
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) – 
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) – APBD, hal 
tersebut merupakan tahapan yang dilakukan sebelum melaksanakan anggaran SKPD 
yang dilimpahkan kepada kami sebagai penanggung jawab anggaran.
3
  
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan fungsinya 
mengelolah anggaran sebesar Rp. 394. 581. 810. 506 (tiga ratus sembilan puluh 
empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus 
enam rupiah) yang terbagi atas 3 jenis belanja, belanja pegawai sebesar 
Rp.6.880.004.150 (enam milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ribu seratus 
lima puluh rupiah), belanja barang dan jasa sebesar Rp. 94.284.750.271 (Sembilan 
puluh empat milyar dua ratus delapan puluh empat tujuh ratus lima puluh ribu dua 
ratus tujuh puluh satu rupiah), dan belanja modal sebesar Rp. 92.204.844.183 
(Sembilan puluh dua milyar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh empat 
ribu seratus delapan puluh tiga), namun anggaran yang dapat terealisasi 
penggunaanya ialah sebesar Rp. 368. 934. 516. 030 (Tiga ratus enam puluh delapan 
                                                 
3
Joni Daniel,  (38 tahun), Staf Seksi Staf Perencanaan, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018, di 
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.  
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milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam belas ribu tiga puluh 
rupiah), dan yang belum terealisasi ialah sebesar Rp. 25.687.294.476 (Dua puluh lima 
milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu 
empat ratus tujuh enam rupiah).
4
 
Upaya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi barat dalam mengoptimalkan 
realisasi penggunaan anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan agar berjalan secara efektif dan efisien, berdasarkan hasil wawancara 
dengan Joni Daniel, beliau kemudian menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan realisasi penggunaan anggaran terhadap 
program dan kegiatan telah berupaya penuh agar hal tersebut berjalan secara efektif 
dengan cara mendorong atau mengupayakan pelaksanaan program kegiatan 
terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian dalam menentukan 
skala prioritas sesuai dengan arah kebijakan pendidikan kami telah menyusun 
program kegiatan SKPD berdasarkan pada dokumen dan target renstra RKPD dan 
KUA PTAS termasuk dengan Rencana Kerja.
5
  
Alokasi dana Pendidikan tahun 2017 sebesar Rp. 257.650.564.000,00 (Dua 
ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh empat 
ribu rupiah) atau 13,01% dari total APBD provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 
sebesar Rp. 1.981.003.710.810,46 (Satu triliun embilan ratus delapan puluh satu tiga 
juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus sepuluh empat puluh enam rupiah).  
                                                 
4
Joni Daniel, (38 tahun), Staf Seksi  Perencanaan, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018, di 
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
5
Joni Daniel, (38 tahun), Staf Seksi Perencanaan, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018, di 
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
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Hal ini belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi 
“Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan 
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor Pendidikan 
dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”. Hal ini 
disebabkan kurangnya komitmen Pimpinan dan Kepala Daerah dalam memajukan 
dunia Pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6
 
Sehubungan dengan hal tersebut alokasi dana Dinas Pendidikan Provinsi 
Sulawesi Barat yang tidak mencapai 20% karena anggaran masih terbatas. Selain itu 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghitung semuanya belanja langsung 
dan belanja tidak langsung sehingga TAPD mengatakan sampai 20%. Hal tersebut 
disampaikan oleh Nurhalia B, Selaku Staf Perencanaan kepada peneliti.
7
 
Kemudian peneliti kembali melakukan wawancara bersama Bapak A. 
Achmad Syukri, Selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, yang 
mengatakan bahwa anggaran yang ada dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 
kita laksanakan sesuai aturan dan kita gunakan seefektif mungkin karena TAPD yang 
mendistribusikan anggaran yang ada ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) misalnya Diknas dll. Hal inilah yang menjadi permasalahan karena ada skala 
prioritas yang mau dilaksanakan tetapi anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan ini 
masih terbatas. 
                                                 
6
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Laporan Hasil Audit Kinerja Pemerintah 
Daerah(AKPPD)Bidang Pendidikan (Sulawesi Barat:BPKP,2016), h.3 
7
Nurhalia B, (36 tahun), Staf Perencanaan,  Wawancara Tanggal 8 Maret 2018, di Kantor 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
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Dalam penggunaan Anggaran untuk sektor Pendidikan yang tidak mencapai 
20% karena adanya perbedaan pendapat antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Barat dengan TAPD yang pada prinsipnya aturan dari pusat untuk Dinas Pendidikan 
Pemprov Sulbar sudah mengakomodir 20% dengan rincian belanja langsung dan 
belanja tidak langsung bahkan melebihi 20% berdasarkan perhitungannya, tetapi 
secara teori dilapangan kalau kita hitung sebenarnya rincian-rincian tersebut tidak 
termasuk gaji guru dan dana bos. Sehingga untuk tahun mendatang Kepala Dinas 
memberikan telaah staf kepada Gubernur tentang aturan negara yang 
memprioritaskan sekurang kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi 
aturan tersebut agar sesuai dengan amanat UU.
8
 
Pelaksanaan anggaran merupakan inti dari proses Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), dengan demikian dalam melaksanakan anggaran sangat 
diperlukan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaannya baik dalam proses pelaksanaan 
anggaran pendapatan maupun pelaksanaan anggaran belanja. Proses pelaksanaan 
anggaran belanja dimulai dengan proses pengajuan pencairan anggaran belanja yang 
akan digunakan untuk membiayai kegiatan dinas. Pengajuan anggaran belanja 
dilakukan oleh bendahara pengeluaran setelah menerima Surat Penyediaan Dana 
(SPD) dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah 
Membayar (SPM) yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.   
 
                                                 
8
A. Achmad Syukri, (56 tahun), Kepala Dinas, Wawancara Tanggal 12 Maret 2018, di Kantor 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
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Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan 
tahapan tahapan yang sesuai dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, hal 
tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang telah disusun sejalan berdasarkan skala 
prioritas, visi misi Provinsi terkait bidang pendidikan, dan arah kebijakan pendidikan 
nasional.  
C. Pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian dari 
pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD harus pula dimaknai sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah disamping 
sebagai salah satu bagian dari proses anggaran. Dengan demikian, 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari 
pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, 
taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, selektif, dan transparan, 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat telah memenuhi 
kewajibannya dalam menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 
294 dan 295 Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2007 tentang pedoman 
pengelolaan Keuangan Daerah. 
Pasal 294 yaitu : 
(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan 
dan disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir  
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Pasal 295 yaitu : 
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(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) 
disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2(dua) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang 
berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya. 
(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari: 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; dan 
c. Catatan atas laporan keuangan. 
(4)  Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang 
menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntasi pemerintahan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum 
dalam Lampiran E.XXII peraturan menteri. 
9
 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dalam membuat 
pertanggungjawaban anggaran telah berupaya melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Joni Daniel, selaku Staf 
Seksi Perencanaan menjelaskan bahwa sejak akhir Desember tahun 2015 telah 
diterapkan sistem pertanggungjawaban, melalui  E-Government sebanyak 16 
Aplikasi, akan tetapi kami masih menggunakan 9 aplikasi, diantaranya SIMDA 
(Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) yang sudah berbentuk digital, 
Aplikasi E-Monev (Elektronik Monitoring Evaluasi), Aplikasi Simolek (Sistem 
Monitoring Elektronik Keuangan) dan lain-lain”. 10 
                                                 
9
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007, Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 294 dan 295. 
10
Joni Daniel, (38 tahun), Staf Seksi Staf Perencanaan, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018, di 
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
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Sistem pertanggungjawaban memiliki konsep dasar yang telah memiliki 
standar dan regulasi yang jelas, baik dari segi pelaporan keuangan, pemeriksaan, serta 
penggunaan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 
2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ialah 
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain 
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkup organisasi pemerintah.  
Pertanggungjawaban menurut Peraturan Pemerintah tersebut harus bersifat 
akrual artinya penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, 
bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pertanggungjawaban 
sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, telah berupaya penuh agar dapat 
menyesuaikan dengan sistem pertanggungjawaban secara akrual tersebut. 
 Kemudian peneliti diberikan kembali penjelasan oleh Joni Daniel selaku Staf 
Seksi Perencanaan bahwa kami telah menerapkan sistem yang berbasis akrual dengan 
membuat sistem yang bernama SAIBA atau Sistem Akuntansi Berbasisi Akrual, 
namun kami masih terkendala dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada, 
seharusnya mereka nanti diberikan pelatihan untuk mengoperasikan sistem tersebut, 
ditambah lagi dengan kesiapan alat seperti dukungan koneksi internet yang belum 
cukup baik, hal tersebut berpengaruh terhadap maksimalnya hasil yang didapat 
pula.
11
 
                                                 
11
Joni Daniel, (38 tahun), Staf Seksi Staf Perencanaan, Wawancara Tanggal 5 Maret 2018, di 
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
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Sistem Pertanggungjawaban Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam 
pelaksanaanya. Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti menemukan fakta bahwa 
kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat ialah 
keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari setiap bidang yang berdampak pada 
keterlambatan penginputan dan penyelesaian laporan secara keseluruhan.  
 
D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
 
1. Faktor Pendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Rizal Muhammad, Selaku 
Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun faktor 
pendukung yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.  yaitu sebagai 
berikut :  
a. Perencanaan 
b. Peraturan 
c. Sumber Daya Manusia 
d. Tekhnis 
e. Koordinasi12 
Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama, Nurhalia B, Selaku Staf 
Perencanaan mengatakan pula SDM yang memadai sesuai dengan tupoksinya, 
                                                 
12
Rizal Muhammad, (44 tahun), Kasubag Keuangan, Wawancara Tanggal 8 Maret 2018, di 
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
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disiplin ilmu, serta pengawasan baik itu top down maupun down top menjadi faktor 
pendukung dalam penggunaan APBD pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Barat.
13
 
 
2. Faktor Penghambat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
Adapun hal-hal yang menghambat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat 
dalam menyusun pertanggungjawaban anggaran khususnya dalam bentuk Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA)  yang disampaikan oleh Joni Daniel, selaku Staf Seksi 
Perencanaan yaitu sebagai berikut : 
a. Penyusunan LKPJ / Laporan setelah selesai pelaksanaan kegiatan oleh PPTK 
selalu mengalami keterlambatan. 
b.  Tidak berjalannya mekanisme fungsi dan peran masing-masing pejabat, 
misalnya tim verifikasi tidak akurat dalam verifikasi data, sehingga menyulitkan 
operator dalam menginput di aplikasi” 
c. Mental integritas dan tanggung jawab moral pegawai, misalnya tidak cepat 
masuk kantor, pulang cepat, pekerjaan menumpuk pada orang tertentu atau tidak 
merata, serta penataan ruang kantor yang tidak memenuhi SPM (Standar 
Pelayanan Minimal)
14
 
Kemudian peneliti kembali diberikan penjelasan oleh  Nurhalia B, Selaku Staf 
Perencanaan bahwa hal lain yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam 
mengelolah anggaran ialah karena penempatan aparatur tidak sesuai dengan disiplin 
ilmu, di daerah penempatan ASN itu masih berdasarkan like and dislike sehingga 
                                                 
13
Nurhalia B, (36 tahun), Staf Perencanaan, Wawancara Tanggal 8 Maret 2018, di Kantor 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
14
Joni Daniel, S.Pd (38 tahun), Staf Seksi Staf Perencanaan, Wawancara Tanggal 5 Maret 
2018, di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
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tidak sesuai penempatan the right man on the right place. Adapun upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung percepatan, efektivitas serta efisiensi visi 
misi ialah dengan mengikutkan beberapa peserta untuk pelatihan.
15
 
 
E. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pertanggungjawaban 
Islam mengatur segala aspek kehidupan salah satunya pada sistem 
pemerintahan yang berkaitan dengan amanah. Karena pada dasarnya kepemimpinan 
adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga para pemimpin harus 
bertanggungjawab atas kepemimpinannya.  
Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara 
dan dikembalikan bila saatnya tiba atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah 
lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh 
pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.  
Agama mengajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah asas keimanan 
berdasarkan sabda nabi saw. “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah” 
selanjutnya amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. 
Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan 
ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.
16
 Adapun ayat yang 
menjelaskan mengenai amanah  dalam QS. An-Nisa/4:58 : 
                               
                            
                                                 
15
Nurhalia B, (36 tahun), Staf Perencanaan, Wawancara Tanggal 8 Maret 2018, di Kantor 
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. 
16
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet V: 
Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 581.  
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Terjemahannya:  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”17 
Adapun sebab turunya ayat ini adalah Ibnu Abbas berkata, “Ketika Rasulullah 
saw berhasil membebaskan kota Mekah, beliau mengundang Utsman bin Thalhah 
sesampainya Utsman di hadapan beliau, beliau pun berkata, “Berikan kunci Ka‟bah 
kepadaku!” Kemudian Ustman mengambil kunci tersebut. Ketika dia hendak 
menyerahkan kunci itu kepada Nabi, al-Abbas berkata, “Saya bersumpah pasrahkan 
kunci tersebut dan tugas menyediakan air minum untuk jamaah haji kepadaku!” 
Mendengar ucapan al-Abbas itu, Utsman pun menggenggam kembali kuncinya. 
Namun Rasul kembali berkata kepadanya, “Wahai Utsman berikan kunci itu 
kepadaku!” Akhirnya Utsman menyerahkan kunci itu itu kepada Nabi dan berkata, 
“ini kuncinya saya serahkan dengan dasar amanah Allah”, Lalu Rasul membuka pintu 
Ka‟bah dan kemudian keluar lagi dan melakukan thawaf. Setelah itu turunlah 
malaikat Jibril yang memerintahkan untuk mengembalikan kunci tersebut kepada 
Utsman. Lalu Rasul memanggil Utsman bin Thalhah dan menyerahkan kunci Ka‟bah 
kepadanya.
18
 
Syu‟bah menceritakan dari hajjaj dari Ibnu Juraijj yang berkata, “Ayat ini 
turun berkenaan dengan Utsman bin Thalhah. Sewaktu pembebasan kota Mekah, 
Rasulullah saw telah meminta kunci Ka‟bah lalu keluar lagi sembari membaca ayat 
ini. Kemudian Rasul memanggil Utsman dan memberikan kunci kepadanya lagi. 
                                                 
17
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 128.  
18
Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 136. 
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Umar bin Khaththab berkata, “Ketika Rasul keluar dari Ka‟bah, beliau 
membaca ayat ini. Saya bersumpah bahwa saya belum pernah mendengar ayat 
tersebut sebelum itu.” Dari keterangan ini, yang tampak adalah ayat ini turun di 
dalam Ka‟bah.   
Tafsir dan penjelasan sebab turunnya ayat kewajiban menyampaikan amanah 
ini memang khusus dalam kejadian tertentu, namun keumuman arti ayat ini tidak 
dapat dipersempit maknanya dengan sebab yang khusus tersebut. Kebanyakan yang 
dijadikan standar dalam memahami ayat Al-Qur‟an umumnya arti yang dapat 
dipahami dari ayat tersebut, bukannya sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat 
yang menyebabkan makna ayat tersebut menjai sempit. Amanah yang dimaksud 
dalam ayat tersebut adalah semua jenis amanah yang ada, baik yang berhubungan 
dengan diri sendiri, atau yang berhubungan dengan hak orang lain ataupun yang 
berkaitan dengan hak Allah. 
Ayat ini menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Hal ini karena amanah 
bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan bermacam 
macam. Semuanya diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Ada amanah antara 
manusia dan Allah, antara manusia dan manusia lainnya, antara manusia dan 
lingkungannya, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Masing masing memeliki 
perincian dan setiap perincian harus dipenuhi, walaupun seandainya amanah yang 
banyak itu hanya milik seorang. 
Ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat ini 
memulainya dengan menyatakan (apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia) tetapi sebelumnya ketika memerintahkan menunaikan amanah, redaksi 
seperti ini tidak ditemukan. Ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia menerima 
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amanah secara potensial sebelum kelahirannnya dengan secara aktual sejak dia aqil 
baligh. Bukankah Allah berfirman QS. Al-Ahƶāb 33/72 :  
                            
                      
Terjemahannya : 
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 
manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”19 
Tetapi, menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat-
syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya, antara lain pengetahuan 
tentang hukum dan tata cara menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang 
memenuhi syarat syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanyalah 
ditujukan perintah di atas, yaitu kamu harus menetapkan dengan adil. 
Ayat diatas, ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa 
amanah tersebut harus ditunaikan kepada ahliha yakni pemiliknya, dan ketika 
memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinayatakannya apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu 
ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun 
keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau 
ras.
20
 
 ْنَع  َو ،َبَذَك َث َّدَح ذِإ : ٌثَلاَث ِقِفاَنُمْلا َُةيآ : َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص ِِّبَّنلا ِنَع َةَر ْيَرُه بَِأ َدَعَو اَذِإ
 َناَخ َنُِتُْؤا اَذِإَو ،َفَلْخَأ 
 
                                                 
19
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 680.  
20
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, h. 582. 
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Terjemahannya: 
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tanda-tanda orang 
munafik itu tiga, yaitu apabila berkata ia dusta, apabila berjanji ia 
mengingkari, dan bila diamanati ia khianat.” (Muttafaqun alaih. HR. 
Bukhari:33 dan Muslim:59)
21
 
Macam macam amanat, yaitu: 
Pertama, Amanat hamba dengan Rabbnya yaitu apa yang telah dijanjikan 
Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintahnya, 
menjauhi segala larangannya dan menggunakan segala perasaan dan anggota 
badannya untuk hal hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkan dirinya kepada 
Rabb. Di dalam atsar dikatakan bahwa seluruh maksiat adalah khianat kepada allah.  
Kedua, amanat hamba dengan sesama manusia, diantaranya adalah 
mengembalikan titipan kepada para pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan 
lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat, manusia pada 
umumnya dan pemerintah. Termasuk dalam amanh ini adalah keadilan para umara 
kepada rakyatnya, dan keadilan para ulama kepada orang orang awam dengan 
membimbing mereka kepada keyakinan dan pekerjaan yang berguna bagi mereka di 
dunia dan di akhirat, seperti Pendidikan yang baik, mencari rezeki yang halal, 
memberikan nasehat dan hukum hukum yang menguatkan keimanan, menyelamatkan 
mereka dari berbagai kejahatan dan dosa, serta mendorong mereka untuk melakukan 
kebaikan dan kebajikan. Seperti juga keadilan suami terhadap istrinya, seperti tidak 
menyebarkan rahasia masing masing pihak, terutama rahasia khusus mereka yang 
biasanya tidak pantas diketahui oleh orang lain. 
22
 
                                                 
21
Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, (Solo: Insan Kamil, 2011), h. 146.  
22
Ahmad Mustafa  Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Karya Toha Putra, 2010),      
h. 92. 
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Ketiga, amanat manusia kepada dirinya sendiri, seperti hanya memilih yang 
paling pantas dan bermanfaat baginya dalam masalah agama dan dunia, tidak 
langsung mengerjakan hal yang berbahaya baginya di dunia dan di akhirat, serta 
menghindarkan berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk dokter. 
Hal terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang ilmu kesehatan, terutama pada 
waktu banyak tersebar penyakit dan wabah.  
Setelah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada orang yang 
berhak menerimanya dan supaya memutuskan perkara dengan adil di antara manusia, 
dengan mengarahkan perintah itu kepada seluruh ummat, Allah Ta‟ala 
memerintahkan supaya mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mentaaati ulil amri 
karena segala maslahat umum tidak akan tercapai kecuali dengan ketaatan itu.  
Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima 
perang dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia 
dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu 
urusan atau hukum, mereka wajib dita‟ati. Dengan syarat mereka harus dapat 
dipercaya, tidak menyalahi perintah allah dan sunnah rasul yang mutawatir, dan di 
dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.
23
 
Di dalam Tafsir Al-Munir juga dijelaskan bentuk menjaga amanah yang 
berkaitan dengan hak Allah adalah dengan cara melaksanakan perintah-perintah-Nya, 
meninggalkan larangan-laranganNya, dan menggunakan hati serta anggota badan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu, shalat, puasa, ucapan lisan juga 
                                                 
23
Ahmad Mustafa  Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, h. 95.  
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termasuk amanah. Amanah yang paling berat adalah titipan (wadii’ah). Sekelompok 
sahabat yaitu Ibnu Mas‟ud, al-Barra‟ bin „Azib, Ibnu Abbas dan „Ubayy bin Ka‟b 
berkata, “Amanah berada dalam segala hal. Ia ada dalam wudhu‟, shalat, zakat, 
janabah, puasa, menakar, menimbang dan titipan.” 
Ibnu Abbas berkata, “Allah SWT tidak memberi keringanan dalam masalah 
amanah baik kepada orang yang susah maupun kepada orang yang senang.” Ibnu 
Umar juga berkata, “Allah telah menciptakan kelamin manusia, kemudian Dia 
berfirman, „ini adalah amanah yang saya sembunyikan ada diri kamu. Oleh sebab itu, 
jagalah ia dan gunakanlah sesuai dengan aturan yang benar.” 
Adapun bentuk amanah yang berhubungan dengan diri sendiri adalah dengan 
cara melakukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk agama, kehidupan di dunia 
maupun di akhirat, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membahayakan 
kehidupan diri di dunia maupun di akhirat, menjaga kesehatan  supaya terhindar dari 
penyakit.  
Adapun bentuk amanah yang berkaitan dengan diri orang lain adalah dengan 
cara mengembalikan barang titipan atau barang pinjaman kepada orang yang 
mempunyainya, tidak menipu dalam melakuka transaksi, berjihad, memberi nasihat 
dan tidak menyebarkan rahasia serta aib orang lain. 
Menjaga dan melaksanakan amanah adalah wajib, terutama jika orang yang 
berhak terhadap amanah tersebut menuntutnya.Barangsiapa tidak mau melaksanakan 
amanah di dunia, di akhirat nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban. 
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Setelah prinsip amanah dilaksanakan dengan baik, prinsip selanjutnya yang 
harus ditegakkan adalah menetapkan hukum dengan adil di antara manusia. Oleh 
sebab itu, secara khusus Allah memerintahkan perkara ini. Amanah adalah prinsip 
asas pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua. Pihak yang 
diperintahkan dalam ayat tersebut semua umat Islam. 
Keadilan adalah dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, 
pembangunan, dan kemajuan akan tercapai. Akal manusia pun akan terarah dengan 
baik apabila keadilan ditegakkan. Dengan demikian, keadilan ditetapkan sebagai 
salah satu dasar pemerintahan dalam Islam. Dalam suatu masyarakat, keadilan 
merupakan kebutuhan utama. Dengan keadilan, orang-orang lemah dapat 
memperoleh haknya dengan tepat dan orang-orang yang kuat tidak akan menganiaya 
orang-orang lemah sehingga keamanan dan keteraturan system dapat terjaga. Agama-
agama sepakat dalam masalah kewajiban menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, 
seorang pemimpin dan para pembantunya yang terdiri dari gubernur, pegawai dan 
hakim harus disiplin menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan 
dapat disalurkan. 
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Allah 
mengetahui apakah kalian melaksanakan amanah atau mengkhianati amanah, dan dia 
juga mendengar ketetapan hukum yang telah kalian putuskan. Lalu nantinya amal 
perbuatan kalian akan dibalas. Allah mengetahui segala hal yang dapat di dengar dan 
dilihat.
24
  
 
                                                 
24
Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, h. 137-140. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka kseimpulan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional 
yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sekurang-kurangnya dialokasikan 20% untuk sektor Pendidikan  diluar gaji 
guru dan biaya pendidikan kedinasan. Adapun dalam pemerintah Provinsi 
Sulawesi Barat telah berupaya untuk melaksanakan perintah UU dengan 
anggaran yang terbatas dan berdasarkan perhitungannya anggaran yang 
dialokasikan telah mencapai 20%. Namun dalam perhitungannya 
pemerintah tersebut secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 
dan UU Sistem Pendidikan Nasional dengan memasukkan rincian belanja 
langsung dan belanja tidak langsung yang termasuk didalamnya gaji guru.  
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat telah memenuhi 
kewajibannya dalam menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 294 dan 295 Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 
2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat telah menerapkan sistem 
pertanggungjawaban berbasis digital yang sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintah diantaranya SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan 
Daerah) 
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E-Monev (Elektronik Monitoring Evaluasi) dan Simolek (Sistem 
Monitoring Elektronik Keuangan). Namun dalam pelaksanaanya sering 
terjadi keterlambatan penginputan data pertanggungjawaban secara 
keseluruhan, hal tersebut dikarenakan lambatnya pengumpulan laporan dari 
setiap bidang, yang terjadi karena tidak berjalannya mekanisme peran dan 
tugas dari masing-masing pegawai. 
3. Faktor-faktor pendukungnya ialah adanya perencanaan yang baik dan 
terlaksana, taat peraturan, kualitas SDM dan koordinasi yang baik.  
Kemudian faktor-faktor penghambatnya ialah terlambatnya laporan 
pertanggungjawaban dari masing-masing bidang, tidak terlaksana sesuai 
dengan tupoksinya masing-masing, kurangnya mental integritas dan 
tanggung jawab moral pegawai. 
B. Implikasi Penelitian   
1. Peneliti merekomendasikan bahwa pemerintah harus memprioritaskan 
alokasi dana dari APBD minimal 20% sesuai dengan amanat UUD 1945 
dan UU Sistem Pendidikan Nasional dengan tidak memasukkan gaji guru. 
Sehingga pemerintah harus efisien dan efektif dalam mengelolah APBD.   
2. Peneliti merekomendasikan agar penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
harus mempertimbangkan disiplin ilmunya. Selain itu, untuk meningkatkan 
kualitas SDM sebaiknya pemerintah memotivasi para pegawai untuk 
melanjutkan Pendidikan, mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK), 
pelatihan, workshop sesuai bidang masing-masing agar tugas, pokok, dan 
fungsinya terlaksana dengan baik.  
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3. Peneliti merekomendasikan bahwa perlu ada aturan internal mengenai 
profesionalitas dan kedisiplinan para pegawai terutama dalam hal 
memasukkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Untuk 
meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan tersebut maka perlu 
diterapkan sistem reward bagi pegawai yang disiplin dan sebaliknya 
punishment bagi mereka yang tidak disiplin. 
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